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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera,

Yth. Sdr. para narasumber;

Yth. Sdr. para peserta Bimtek;

Yth. Sdr. Hadirin dan undangan yang berbahagia;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha



Esa, atas taufiq dan hidayahNya sehingga pada
kesempatan ini kita dapat mengikuti acara
pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Intelijen
Bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satpol PP dalam rangka meningkatkan
kemampuan penyelidikan pelanggaran
Peraturan Daerah, dan pada kesempatan ini saya
juga menyampaikan terima kasih kepada para
peserta Bimtek yang telah hadir.

Peserta Bimtek yang saya hormati,

Penegakan Peraturan Daerah secara pro
yustisia memerlukan perencanaan yang matang,
sejak ditemukannya pelanggaran sampai dengan
diserahkannya berkas hasil penyidikan ke Jaksa
Penuntut Umum. Proses tersebut sarat dengan
resiko berbenturan dengan kepentingan
masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang dapat

menimbulkan resistensi dalam proses penyidikan



baik ketika melakukan pengumpuian barang bukti,
pemanggilan tersangka dan sebagainya.

Permasalahan yang selama ini terjadi adalah
proses penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum didukung
dengan proses penyelidikan (intelijen) dikarenakan
masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan
dalam melakukan proses penyelidikan terhadap
pelanggaran hukum yang menjadi
kewenangannya.

Agar tugas penyidikan bisa berjalan dengan
efektif dan mendapatkan hasil yang optimal, maka
diperlukan penyelidikan terlebih dahulu sebagai
upaya untuk mencari dan menemukan hal-hal,
kejadian-kejadian atau situasi tertentu yang
mungkin merupakan gejala akan terjadinya
ancaman atau gangguan dalam proses penyidikan
nantinya. Guna mendukung proses penyelidikan
tersebut, maka periu kemampuan intelijen agar



dapat memahami secara mendetail kasus yang
sedang ditanganinya.

Peran Intelijen dalam penegakan Perda ini
tidaklah semata-mata mengumpulkan fakta dan
bukti terkait penyidikan, tetapi untuk mendapatkan
gambaran lengkap kondisi riil lapangan beserta
seluruh situasi yang melingkupinya sehingga dapat
disusun laporan dan saran bagaimana fakta dan
bukti dapat dikumpulkan tanpa sepengetahuan
pelaku pelanggar perda serta bagaimana
mengantisipasi dugaan resistensi yang mungkin
timbul.

Peserta Bimtek yang saya hormati,

Upaya penegakkan perda secara pro
yustisia, membutuhkan pejabat PPNS yang telah
diberikan kewenangan untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran perda. Namun
berdasarkan data yang diperoleh oleh Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui



Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas, telah
terjadi ketidak seimbangan antara jumlah perda
yang harus ditegakkan dengan jumlah pejabat
PPNS penegak perda. Jumlah pejabat PPNS
cenderung lebih sedikit apabila dibandingkan
dengan jumlah perda yang harus ditegakkan serta
cakupan luas wilayah kerjanya.

Dengan kondisi keterbatasan jumlah pejabat
PPNS tersebut, maka dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan tugas operasional penyidikan perlu
dilakukan peningkatan kompetensi pada diri setiap
PPNS di daerah yang sudah ada.

Peningkatan kompetensi ini menjadi penting
agar pada diri setiap PPNS bisa menangani
perkara secara cepat dan tepat, sehingga
pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dapat
segera mendapatkan kepastian hukum.

Bimbingan Teknis Intelijen adalah salah satu
upaya dalam rangka peningkatan kompetensi bagi



pejabat PPNS. Dengan demikian dapatiah
dipahami bahwa menjadi sangat penting
penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis
Inteljen bagi pejabat PPNS kali ini untuk
mendukung peningkatan kompetensi pejabat
PPNS dalam rangka penegakan perda yang lebih
efektif.

Melalui Bimbingan Teknis Intelijen ini,
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para
peserta dan memberikan bekal pengetahuan dan
ketrampilan untuk mampu memahami detekti aksi
Intelijien, memahami konsep dasar Intelijen,
mampu memahami manajemen penyelidikan,
mampu memahami teknik dan taktik penyelidikan,
mampu memahami bagaimana pembentukan dan
pembinaan jaringan, memahami alat-alat khusus
Intelijen serta memahami strategi teknik dan
taktik pemeriksaan. Sehingga nantinya ketika
melaksanakan tugas mampu mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
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pelanggaran perda dan dapat melakukan tindakan
antisipatif agar pelaksanaan penyidikan lebih
efektif.

Peserta Bimtek yang saya hormati,

Selanjutnya sebelum mengakhiri sambutan
ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan
untuk menjadi perhatian peserta Bimtek yaitu:

1. Ikuti rangkaian kegiatan Bimtek ini dengan
penuh semangat sebagai wujud rasa tanggung
jawab Saudara selaku aparat yang telah
diberikan kewenangan untuk melakukan tugas
penyidikan terhadap pelanggar perda, sehingga
sepulang dari mengikuti Bimtek ini Saudara
memiliki kemampuan untuk  melakukan
penyelidikan sebelum melakukan penyidikan.

2. Pergunakan forum ini sebagai ajang
penambahan wawasan dan ajang diskusi

permasalahan-permasalahan terkait dengan



pelaksanaan penegakan perda dalam rangka
untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Serap ilmu sebanyak-banyaknya dari para
tenaga didik dari Pusat Pendidikan Intelijen dan
Keamanan POLRI yang telah memiliki ilmu di
bidang penyelidikan yang mumpuni dan
terapkan pada pelaksanaan tugas Saudara saat

melakukan penyidikan.

Peserta Bimtek yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya
sampaikan, selamat mengikuti Bimtek dan semoga
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita
semua. Akhirnya, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmannirrahim  Bimbingan Teknis
Intelijen Bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Satpol PP dalam rangka meningkatkan

kemampuan penyelidikan pelanggaran



Peraturan Daerah, secara resmi saya nyatakan
dibuka.
sekian dan terima kasih.

wassalamu’alaikum wr.wb.

Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan
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Eko Subowo



